
mbahan Lembaran  Negara
Republik Indo fiesia Nomor 4150):
2001  Norn

Undang-unda jig Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggarc an negaia yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Ne^ira Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undakig Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasaln Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana _
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahui
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Peraturan Pe |nerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang |
Tata Cara Pe aksanaan Peran Serta Masyarakat E
Penyelenggar an Negara;

Undang-Ui
Pengelolaan
Republik •
Tambahan
Nomor 4503);

aor  58  Tahun  2005  tentang
Keuangan Daerah (Lembaran Negara

[r ionesia  Tahun  2005  Nomor   140,
embaran  Negara  Republik Indonesia

ag Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
iuangan (Lembaran Negara Republik
ihun  2006  Nomor  85,  Tambahan

Lembaran Ne ara Republik Indonesia Nomor 4654);

Undang-und |ng  Nomor  29 Tahun 2003 tentang
Pembentuka   Kabupaten  Bombana,  Kabupaten
Wakatobi,  Ifabupaten Kolaka  Utara di  Propinsi

iggara  (Lembaran  Negara  Republik
hun  2003  nomor  144,  Tambahan
ira Republik IndonesiaNomor 4439),

Undang-Und Ing Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Tegara (Lembaran Negara Republik
Indonesia 1 ihun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Nejfcara Republik Indonesia Nomor 4389),

Undang-Undi |ng  Nomor  1  Tahun 2004  tentang
Perbendahan |an Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Ta^̂ un 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

t Indonesia Nomor 4355);

^ Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Daerah (Lembaran Negara Republik

1 |ihun 2014 Nomor  244,  Tambahan
Lembaran Nt^^ara Republik Indonesia Nomor 5587),

: tclah diubah beberapa kali terakhir
ig-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

I edua Atas Undang-Undang Nomor 23
\ ientang Pemerintahan Daerah (Lembaran
u^lik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
i embaran Negara  Republik Indonesia

h    nuiiiui  ^  Tahun 2014 tentang

Negara (Lembaran Negara  Republik
-2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
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anaan  Penanganan  Pengaduan
>ada  Inspektorat   Daerah Kabupaten.
aksud adalah sebagaimana tercantumj.

^UPATI BOMBANA TESTANG PEDOMAN
PENANGANANPENGADUAN

PADA   1NSPEKTORAT  DAERAH
OMBANA

Daerah     Kabupaten     Bombana
ihun 2011 tentang Pokok-Pokok
euangan Daerah (Lembaran Daerah
ibana Tahun 2007 Nomor 2);

DaerahKabupatenBombana
un 2016 tentang Pembentukan dan

angkat Daerah Kabupaten Bombana
ierah Kabupaten Bombana Tahun 2016

Pedoman
Masyarakal
Bombana .
dalam lamj
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uran Menteri Dalam Negeri Nomor 21
tentang Pcrubahan  Atas  Peraturan
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

ngeloiaan Keuangan Daerah ( Berita
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );

^nteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
g Pedoman Peiaksanaan Fungsi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

^ak lanjut  hasil  pemeriksaan Badan

emerintah Noraor 71 Tahun 2000 tentang
;laksanaan Peran Serta Masyarakat dan
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ANA TAHUN 2018 NOMOR

orang mnegetahuinya, memerinthkan
Per^turan Bup^ti ini dengan
daJam Berita Daerah Kabupaten

PasaJ3

ipati  ini mutai berlaku pada

iharapkan tiapat menjadi acuaii bag)
^aerah Kabupaten Bombana dalam

efektifitas penanganan pengaduan
ira terpadu, terkoordinasi, dan sinergik
lingkup tugas, tanggung jawab, dan



liatas  diharapkan

beiikut:

in berhatd-hati dalam melakukan tugas

di bidangnya maslng-masing sehingga

penurunan

Lbuhdapat

yaig

rangka mewujudkan penyelenggaraan

^orupsi, Kolusi dan Nepotisme.

dunlliki, masyarakat diharapkan dapat

akan kontrol sosial s^cara optimal

sesuai dengan ketentuan peraturan

t kbttkan Peraturan Pemerintah Nomor 68

d^ksanaan Reran Serta Masyarakat Dalam

Pemerintah dimaksud, antara  lain

in serta masyarakat adalah peran aktif

iidkan penyelenggaraan negara yang

Nepotisme yang dilaksanakan dengan

s isial yang beriaku dalam masyarakat.

in^ yang perlu dlperhatikan adalah :

pelaku tindak Korupsi, Kolusi. dan

ikan kepada para Pcnyelenggara Negara

fungsl strategis dalam kaitannya dengan

dengan ketentuan peraturan perundang-

pada  percej [atan

yang

negara sesua

beriaku.

masyarakal

dan bebas

i kewajiban

dalam

elenggara Negf -

nganyang l>

kebijakan

•hal penting

emilik

khu

menindaklanjuti tuntut

ndang-undang Nomor 28 Tahun 1999
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Pemerintah •

c iterbitkannya

•a Negara Yan

Kebijakan t

iparatur.

lebih lanjut d
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lua) hal pentii
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•al ^un 2003 tentang Keuangan Negara;

f fctun 1999 tentang Penyelenggara Negara

dan Nepotisme^

n 1999 tentang Pemberantasan Tindflk

20 Tahun 2001 tentang

:31Tahun 1999;

2014 tentang Aparatur Sipil Negara

donesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

[onesia Nomor 5494);

2002 tentang Komisi Pemberantasan
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iparatur pemcrintah yang ada di Daerah.

nya^^ dalam rang^^ mcnindaklanjuti

amanya melalui intensifitasi penai^anan

scmua unsur aparatur negara terutama

^a di daerah melalui siklus penanganan

iprehensif, terkoordinasi, terpadu dan

ormati hak, kewajiban dan wewenangnya

peraturan perundang-undangaii yang

keberhasilan menanganl pengaduan

dapat mempercepat perwujudan

it fthan yang baik (Good Governance),

pel^yanan, pengayoman dan

it Dari analisis data yang dihimpun

^erintah dalam penanganan pengaduan
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masyarakat  secara  tertib dan

melakukan  kontrol  sosial  terhadap.

ya penanganai, pengflduan masyarakat aecara tepat,

^^n dapat dipe[tanggungjawabkan kepada masyarakat

cetentuan perat ran perundang-undangan yang berlaku;

k lordinasi  anta! lembaga/instansi yang baik dalam

penanganan pei igaduan masyarakat;

te-wujudnya kep Imerintahan yang baik dan percepatan

Korupsi, Koluii dan Nepotisme dl lingkungan Instansi

ipaten Bombar

iharapkan pengaduan masyarakat dapat

^ani dalam rangka mendukung

pemerintah yang balk (Good Governance)

^epotisme (KKN).

igai acuan bagi Inspcktorat Daerah

i penanganan pengaduan masyarakat

if, efisien dan dapat dipertanggung

sesuai dengan ketentuan peraturan

ir 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara 'I

rakat Dalam Penyelenggaraan Negara;

71 Tahun 2000 tentang Tata Cara ^

dan Pemberian Pcnghargaan
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PeWrintah (APIPJ terkait, adalah APIP yang

melakukan pemeriksaan terhadap ol^fek

i dengan ketentuan peraturan i

g berlaku, dan atau atas permintaan;!^

ipaten Bombana adalah Satuan Kerja

bana;

\ (wasnal),  adalah  pengawasan  yang

secara fungsional baik Intern

iern pemerintah, terhadap pelaksanaan

dan pelayanan maayarakat agar scauai

^ntuan pera^^iran perundang-undangan

>mbana;

[ah Pejabat Negara yang menjalankan

atau yudikatif, dan pejabat lain yang

tiya berkaitan dengan penyelengaraan

Ltuati peraturan perundang-undangankeenl

pengaduan ma^arakat yang diterima

Lten Bombana yang disampaikan secara

media elektronik secara jelas dan
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maupun eks

m m pemerintaha

n ncana dan kei

laku;
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k dan fungsiny^

yang

ndangan yai

n Bo nl

ipaten Bombana, adalali perangkat

ikan tugaa-tugas umum Pemerintah dan

:Kabupaten Bombana termasuk aparatur

ceseluruhan Iembaga dan pejabat negara

i yang meliputi aparatur kenegaraan dan

negara dan abdi masyarakat, bertugas

atas  penyelenggaraan negara  serta

jsetia kepada kepentingan, nilai-nilai dan

dan negara berdasarkan Pancastla dan

Kabupaten

Negara,

lojekutif, legeslati

tugas pokol

i dengan

tugas

dengan

yangbei
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kelompok yang mer

i instansi pcmerintah tertentu;

pepelit

'. egiatan untuk mendapatkan penegasan

^fapor yang teridentiflkasi, balk bersifat

niaupun instltusional apabila mungkin

^-iporkan;

kenjemihan atau kegiatan yang berupa

i iiengenai permasalahan yang diadukan

^be Damya kepada sumber pengaduan dan

alah proses kegiatan yang

lencatatan,  penelaahan,  penyaluran,

itian, pemeriksaan, pelaporan, tindak

berkt |^ar  pengaw^san,

masyarakat,

yang disam

tertulis kepadf

ran, sarar

ibangun;

berkadar pen^awasan, adalah pengadiu

iy)a mengandung hformasi atau adanya indlkasi terjadinya

^alahgunaan wewenang oleh aparatur

ng dapat men| ^Itibatkan kerugian masyarskat/ negara

pemerintahan;

adalah pengadui

i lengandung Infonnasi berupa aumbang

dan lain sebagainya yang bermanfaat

raan pemerintahan dan peiayanan

(SP1J dan Bawasda Propinsi/In^

Pidana Korapsi/ Instansi lalnnya yang

i, Inspektorat Utama/lnspektorat

penerimaan,

klariftkasi,

pengarsipan;

yaltu proses

kebcradaan

kelompok

nasaiahyang

yaltu proses

a penjelasan

Dforsi yang

te-kait;

dalah individu

tertulis kepade

tidak

t yang isinya

kyang konstr

p rfc iikan penycle

(wamaa), adalah  pengawasan yang

jmasyarakat  tcrhadap  penyelcnggaraan

ilah bentuk penempen dari pengawasan

ban oleh masyarakat, baik aecara lisan

Aparatur Pcmerintah terkait, berupa

gagasan atau keluhan/ pengaduan yang

membei

padi

15. Pelapor,

pengadi

lanjut

13. Konflrm

mengeriiii
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12. Penangt n

meliputj

;ka penyelengga aan

penyim] ai igan atau per

pemerii

9.Pengad
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iganan  terhadap  suatu  pengaduan

hati-hati  dan dijaga kerahaslaannya

ran perundang-undangan yang berlaku;

kegiatan  penanganan  pengaduan.
rkan mekanisme dan prosedur yang |v

bahwa  prosKs  kegiatan  penanganan  pengaduan

tindak lanjut |iya harus dapat dipertanggung jawabkan

peraturan perundang-undangan dan

fisiensi. hfhwa kegiatan penanganan pengaduan

hkrus dilaksana) |an secara tcpat sasaran, hemat tenaga.

p bnanganan pengaduan masyarakat harus

yang baik an tar  pejabat  yang

irkan mekanisme, tata kerja dan prosedur

diselesaikaaan sebagaknana

penangaiian pengaduan masyarakat

bukkti yang dapat dinilai berdasarkan

has I

t^ berlaku;

bahwa

ilakukan secaifi

ketentuan pera

bahwa

d infornasikan

dengan

terkait berdasi

a kegia^ n

fakta

yang ditetapk ^n;

bah'

Pengaduan 1 (asyarakat

pengadu tn masyarakat ini merupakan nilai dasar

oleh fnspektorat Daerah Kabupaten Bombana

masyarakat Adapun prinsip-prinsip

da ii

t dalah peran aktif masyarakat untuk ikut '

Negara yang bcrsih dan bebas

Nepotisme, yang dilaksanakan sesuai

i moral, sosial dan budaya yang berlaku

pemeriiitah atau lembaga tertcntu yang

lpangan atau pelanggaran;

u kegiatan lanjutan yang wajib dilakukan

I unit kerja yang berwenang atas

aparat pengawasan berdasarkan hasil

an suatu kasus tertentu yang diadukan

6. Transparan

masyarakat

yang bei

mestinya;

3.Efektivitas

masyarakat

wsktu dan

4.Akuntabillt

masyarakal

kepada mai

proseduryt

5.Kcrahasiaa

tersebut

1.Obyektivita^,

;   harus

krileria

2.Koordinasi,

dilaksanakt n

berwenangh

l̂aku,

:rhm

berdisirkan

if at i masyarakat,

judkan Pcny

psi, Kol

tii irma, hukum,

oleh

18. Partisii

serta

dari

dengan

dalam

Prinsip Penani

Prinsip per

yang wajib

rekomi nc asi atai

adalah aparatt

ilakukan penyii

la ijut, adalah

I lii ipinan  inst

16.Tcriapir,

diduga

17.Tindak

>    oleh



uti;

tatan pengaduan masyarakat:

prasarana yang dimiiiki. Hal-hal yang

ual atau penggunaan sistem aptikasi

cu pada Inspektorat Daerah Kabupaten

dengan prosedur penatausahaan  /

n Bombana dengan tahapan sebagai

terima, perlu dilakukan penatausahaan

lABn

NGADUAN MASYARAKAT

i^an ketentuan p^raturan pemndan^-

.,  \,/
"^• I
u i, meliputi:

rstansi

"t rlapor

-r apor, meliputi

pJapor

e apor meliputi:

irat

rat pengaduan

|enda

nda

^engaduan, mel

3 tda proses penc

suaikan denga

igan cam ma

isian yang bert

ilakukan sesui

aerah K^bupa

asyarakat yang

^TA^SAHAANP

igberlaku-

•tMka, sesuai

-Kecamai

- Desa/K.

4. Lokasi ka

- Kategon

- Instansi

- Alamat

- NIP/NR1

3. Identitas

-Kategori

- Pekerjat

- Propinsi

0    - Kabupai

- Alaxnat

-Nama

,            2. Identitas

-Penhal

- Katcgor

- Tanggal

-Tanggal

- Nomor i

1. DataSur.

perlu dicata

^   komputer d

Bombana,

\                     pengadmini;
Pencatatan

A. Pcncafatan

berikut:

oleh Inspektorat

Setiap pengaduar

R

undangan

jelas dan



3. Memei k sa dokumen dai i/atau informasi yang pemah ada dalam

kaitan ly^ dengan materi ipengaduan yang baru diterima;

G^^̂nan atau langkah-langkahi yang

tlasifikasi,  konfirmasi,  penelitian atau

pemeritawin, inveatigasi j untuk membuktikan kebenaran materi

elaahan pengad iian masyarakat tersebut, dikelompokkaa

iga) kategori, yi |itu:..^

Pengawasan-1

ui ganan pengadi lan masyarakat  berkadar

sebagai beriku j:

is masalah tersebut dapat dllihat dalam

terdapat jenis masalah yang belum

isalah tcrsebut, dapat ditambahkan

stansi masing-masing

materi pengaduan niasyarakat setidak-

[-: ^egiataii sebagai berikut:^

yang diadukan;' ' •' '

pengaduan dengan pcraturan yang.

kcmudian ditelaah dan dikelompokkan

i sebagai berikut.

lanjut padi

dan apabila

Jam kode

kebutuhan Ii

gkah penelaah)

kegiatan-

kan inti masaii

ilungkan mate;

gm

e jen

^zasl Manusia (HAM)

birokrasi

naan

i nasyarakat

ngli

i/ketenagakerji ^n

'perumahan

adilandanHak

n Naaional

pemcnntahan /

hidup, dan

todejt

catatan .J penj ^admistrasian. sebagaimana tertera pada

tidaknya a tipui

1.Mcrun

2.Mengh

ai de

3.Korupsi/

4.Kepegai

5.Pcrtanah

6.Hukmn/jei

7.Kewaspai

8.Tatalaks^

9.Lingkungw

10.Lain-It

Rincian ti

lampiran

tcrcantuE

2. I

1. Penyalah gi. r

Contoh format | ei
lampiran 1. ;

I -Kabupit

- Propin; i



iatan  instansi penerinia pengaduan

pengaduan tersebut kepada instansi

penanganan,  tindakan korektif  dan

dengan kedudukan, tugas pokok, fungsii

rkan ketentuan peraturan perundang- I

it yang identitas pelapor tidak jelas dan

ig layak serta menunjang informasi yang

p tngaduan yang berupa keinginan pelapor

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

yang berlaku dan pemerintah tidak

m. tidak perlu dilakukan penanganan

tetapi cukup dicatat  sebagai bahan

berkadar pengawasan disampaikan

anai yang berwenang untuk dijadikan

untuk bahan pengambilan keputusan/

in materi yang dilaporkanl

i  suatu

ituk meneruskin

>   melakukan

lainnya

mya berdastr

tidak ada data y

lulkan dan atau

becara normatif

uidang-undangan
nig^dn memenuhit

h I lanjut (deponi

uipentaai/ arsip.

-lain

a dei

titak

it yang berkadar pengawasan tetapi

yang sama, aedang atau telah dilakukan

likan tambahan Informasi bagi proses

pijrlu <

tilakukai | pemeriksaan;

laboran  logl

pemeriksaan untu

Pe^ngaduan masyE

^ntitas pelapor

tic ak memadai

wlumdi

^eigaduan

•masalahannya

neriksaan, dije ti

>enbuktian.

Berkadar Pen]

gi duan yang

Pimpinan In

nformaai atai

C. Fenyah

Penyaluran,

masyarakat

yang I

tindakanhu

dan k(

let̂

R ^jgathlatt masy (rakat yang berkadar pengawasan dcngan

ic^ntitas pelapor jjelas dan substansi/materi laporan logis

memadai ha [us segera dilakukan pemeriksaan 

ibuktikan ket fcnaran informasinya;

Pi ngaduan masyi irakat yang berkadar pengawasan tiengan

idfentitas pelapor | tidak jelas, namun substansl/

i memadai harus segera dilakukan

membuktikan kcbenaran infbrmaslnya;

atat yang berkadar pengawaaan dengan

jelas, namun substansi/meteri laporan

dilakukan klarifikasi dan konfirmasi



7kegiatan klasif kasi dapat dilakukan sebagai bertkui

awai sebagai bahan pendukung.

ii [aduan masyarakat berapa kesimpulan

iai kenyataan keberadaan oknum yang

lasyamkat,  dan keaimpulan

dilakukan pemeriksaan atau investigasi

p Tmasalalian yai^ diadukan^

ifirmasi atas permasalaban menyatakan

riksaan atau Investigasi, maka instanai

rkan hasil konfirmasi kepada sumber

terkait-

ada pimpinan Instansi terlapor;

^ dari sumber lain atas permasalahan

st dapat dilakukan sebagai berikut:

ipulan hasil ki

dilakukan pem

p :ngaduan melaj

i Ian pihak-plhak

ti-burt

kegiatan konfu |m

itiflkasi terlapoi

komunikasi

nformasi tamba

ikan;

ilkan bukti-

onfirmasi pen:

akinan menger

daiam

Ltau tidaknyi

atas

pengaduai j masyarakal

PENGADUAN MASYARAKAT•

itelah dicatat, ditelaah dan diklasifikasi

pokkan  menurut  kategori  berkadar

Langkah selanjutnya adalah

mgaduan masyarakat.

tt yang berkadar pengawasan

tebagai berikut:

I ABIU

be:laku.

atau perigarsipan yang baik dimaksudkan untuk

l^^rcepat   pencarian  kembal!  dokumen

i ewaktu-waktu diperlukan. Penyimpangan

ktasifikasi jenis masalah, satuan keija

pengaduan, yang penyimpanannya

prasarana yang ada serta berdasarkan

ce ^iatan-kegiatan

Klasifikasi

>    yang

d. Mei

Hasil d;

tentang

teridentifi

tentang

yang lebil

Apabila k

tidak per l

penerima

pengadua 1

2. Klasifikas

Tahap-tat

lengu n1

b. Meiaktikin

pengawasan dan

mcncari bukti mei

Proses pem

dilakukan melalui

A. Konfirmasi

,,;    1. Konfirma

Tahap-I

IE 3 PEMBUKTIAN

Pengaduan ti; isyarakat yang

serta  dikcloi

ak berkadar j

g( nai kebenaran

ul tian

i  dan

tsyarakat bila

jr berdasarkar

urutan  wak

d mgan

lg u-sipan yang

D. Pengarsipai

Penataan

raempermui

pengadua

dokumen

terlapor

disesuaikan

prosedur pe



jc ^iapor;

p [nerima pengE

yang dinilai penting, strategis,
jntas sektor, Tim Pemeriksa terdiri dari

lukum dan perlakuan yang wajar kepada jj

di Eikukan dengan cermat,  cepat,  mudah

tanggungjawabkan, yaitu dengan cara :

rim Pemeriksa yang berkompeten;

Pemeriksaan (PKP);  ,  ,:

riksaan;.• s^ \,

yangdiperiukan;

.  yang perlu diminta keterangan;  .

/pemeriksaan.

l  pengaduan  masyarakat  segera

mkti fisik,

tuktidari s]

f sr nasalahan.

I roses pembuktifln setidak-tidaknya mencakup kegiatan

yang diadukan kepada sumber-sumber

jawabkan  berkaitan  dengan

i kepada:

satuan keija

satuan kerja

engaduan toz

nasional dan

i tef kait;

perlindungan

teriapor.

e. Mener tu tan pejabat-pejiibai

^ metode p

nwaktu/lo

b. Menyi si n Program Kerjf

a^g dapat dipet

i/menentukan

itian/pemerikst an ini mengacu kepada ststem, prosedur

serta arah datj kebljaksanaan intensifikasi penai^anan

instansi penerima pengaduan untuk

iikti    dokumenter,  bukti    lisan,  bukti

i/ahli atau bukti-bukti lainnya mengenai

melalui tahapan penelaahan dan

jdengan kegiatan penelitian/pemeriksaan

yang cukup, kotnpeten, relevan dan

fang  senyatanya  terjadi  berdasarkan .

[undang-undaRgan yang berlaku;

^lalui surat dinaa, surat kabar atau

APIPins

. Member

pelapor

2. Hasi

d. Mener (u ^an

a has 1

sril^

memperoleh

perhitungan

kebeni

Tahap-tahaj

sebagai bei

1. Penelitiai

serta

i  a. Men^

keten v

c. Penje.

media

). Penelitian/1

Surat-surat

koniirmasi

untuk

berguna.

Kegiatan p

dan ketenf

pengaduan i he syarakat pada t ctiap

setclah

permasalaJ

iapat

• yangdi

kondisi

u, in peraturan pe

dapat dila

alainnya.

teriksaan

jiengaduan

it dilanjutkan

rolch bukti-buliti

diperta figgung



tidak mcngandung kcbcnaran, maka

pejabat yang diberi wewenang segera

t terlapor;

fa tsil pemeriksaa i pengaduan dari pelapor tidak terbukti

istanai atau pejabat yang diberi

informasi teraebut kepada pelapor;

dalam proses penanganan, pimpinan

; benwenang berkewajiban raelindungi

lUAN PENGADUAN MASYARAKAT

peiayanan publik wajtb melaporkan

pengaduan masyarakat yang tangsung

ig-masing kepada Bupati  dengan

5 dan 6.

ai Jjya, maka pim

, menyampaika 1

:ngaduan

tail pejabat ya

(Format terlamj

lapor

t asit pemcrikw

istansi ata'

ib uikan nama X>

U r DAN PEMANT

rail Penditian,

. (setiap bulan
W penanganan

secara sistematik, singkat, jelas

>kan serta memuat kesimpulan dari

f^si, pemerikaaan/penelitian dengan data

utjut.

•akat harus dapat diselesaikan dalam

(tdga) bulan setelah surat pengaduan

menangani, kecuali instansi yang

mberikan    alaaan   yang    dapat

terkait

klipertanggungji

danldasifil

^erta saran tindi

pengadui

paling lamba

inatansi

dapat

] pemeriksaan disusun

pengaduan masyarakat wajib dilakukan

atau tim yang ditunjuk mclakukan

ilitian/peineriksaan terhadap lerlapor

yang berlaku dan ditujukan kepada

pengawasan intern yang berwenang

yang beraangkutan dengan tembusan

pelapoi

2. Terhadap

a. Apabili

pimpin

mengen

TINDAKLAT4

A. Tindak Lanji

1. Terhadap

a. Apabila

kebena.

wewem

menggvina lean

dip^rtangj m igjawabkan.

jangka ws

ll Penelitian,

penanganan

Jit yang benven

Ian klaaifikasi,

:njgan ketentuan

iijistansi atau pejpimpinan

di masii

pimpinan

2. Laporan

dan dap*

hasil Irani

pendukur

3.

C. Pelaporan h

1- Laporan

oleh peji

konfirma



. pemantauan tindak lanjut penanganan I

dilaku^an:

Ifk^r.

hukum dan l)eadilan secara tertib, proporsional dan

Koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

I  pengawasan fungsional dan pengawasan

intah;

mengefektlfkan fungsi manajcrial

perumusan kebijakan, perencanaan,

dan laporan pertanggungjawaban di

pemerintah yang etis, bermoral,

[tanggungjawab dan jiwa karsa aparatur

nggaraan pemerintahan, pembangunan

dalam pengorganisasian, metode

birokrasi pemerintah, khususnya bidang

icegahan praktek Korupsi. Kolusi dan

fflan mengandung  kebcnaran, maka

pejabai: yang diberi wewenang segera

ai dengan ketentuan yang berlaku.

an pengaduan masyarakat agar segera

igan sistem dan prosedur yang berlaku.

Pengaduan Masyarakat

itah dapat memanfaatkan haail tindak

itara lain:

utisipasi masyarakat dalam membangun

t, sekaligus mencegah timbuJnya

rki^  dan main hakim sendiri oleh

mengefektlf

lasyaraKat d

citra

ransparan, be

dalam penyelt

n masyarakat;

kelemahan-1

tatalakaanaan

isyarakat ds

kepekaan

un memperbajki

, pelaksanaai

; birokrasi pei

npelaksanaar

kur ( barometer ) untuk mengukur dan

ttiasyarakat  terhadap Idnerja aparaturkepercayaan

penganggin

semuajer

f.Mengefel

melekat;

g.Me^

demokrat

C. Pemantauan

Masyarakat

Dalam

pengadua

Nepol

. Membang

b. Sebagai

mengetat

hasil  pane

instansi at

till tindakan s

haaii penan]

sesuai d<

I [asil Penangana

n instam

pengaduan ^nasyarakat,

ibangkan p

st sial  yang

tindakan

b. Apal

:   pimpi

;   men

> c. Lapor

ditind
8. Pemaniaatai

Setiap pimp

lanjut penai

a. Menumbi

•     .     kontrol



.  kerja yang menolak pemeriksaan oleh

yang berwenang  dan atau  tidak

iaporan  hasii  pemeriksaan  atas

mana mestinya dan atau melindungi

n dikenakan sanksi administrasi dan

n peraturan Perundang-undangan yang

dapat dilakukan dengan membuat

ira APIP, Aparat Penega^ Hukum, pejabat

engan Menteri Pendayagunaan Aparatur

dengan  masyarakat  dltti  organises!

teknis

i/ inatansi yang n

.•komendat

m syarakat

Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

I dan atau yang menangani pengaduan

:rja   yang  menangani  pengaduan

pejabat/unit  kerja lain di lingkungan

pejabat APIP

pejabat  API

lyarakatan

oordinasi ekst

(SKB)an
dan masyarakat

pejabat/unit
ixakat dengan

si tertentu.

a ekstcraal Ap.

pejabat APIP

Pelaksanaan

Surat Keputusan

negara yang terkai

D. Sanksi

Pimpinan

aparat  pen

memndaklai

pengaduan

aparatur ya

atau sanl

berlaku.

2. Koord

a. Ani

r lejigefektlfkan

:oordinasi se

internal

. An^ai pejabat/unit k< Ija di lingkungan instanei maslng-

iganan pengaduan masyarakat dapat

iternal dan ekstemal.

2- Koordina

Dalam

dilakuka

1. Kooni

^ngsung

itakhiran data

os t-rapat koordini si

^ngan ke lapan)

' idak Langsung

komumkasi t

surat menyu

1.1

2.Ra

3.Km

b. Secar

1.Mi

2.M<



laan Penanganan Pengaduan Maayarakat

mi Bombana ini diharapkan para pejabat

^duan ^asyarakat dapat menii^jkatkani

nan pengaduan masyarakat. Langkah

natansi/ unit ketja dalatn meniiwlaklanjuti

isan masyarakat guna mcmperbaiki mutu

itah menuju terwujudnya pemerintah yang

i dan Nepotisme.

doman P

aerah Kabupal

irenangani

as  pelaj

rong pimpinan

hasil penga

instansi pemer

Korupsi, Kolu

Dengan adanyt

Bagi Inspekton

yang bertugas

intensitas dar

selanjutnyi

temuan-tei

manajemei

balk dan bersih


